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SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah kumulasi cerai

talak antara; 

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

Glagah Rt.001 Rw.006 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxx,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

Muhammad  Yaumi  Nurrahman,  S.H.I.,  M,H.  dan

Ahmad  Fadhil,  S.H.I. Kesemuanya  adalah  Advokat

pada  Kantor  AR  &  PARTNERS yang  beralamat  di

Karangduwet  RT.03  RW.12,  Kelurahan  Mojayan,

Kecamatan  Klaten  Tengah  xxxxxxxxx  xxxxxx,  Jawa

Tengah,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  11

Juli  2024,  dengan nomor register  566/KH/2024/PA.Klt

tanggal 14 Agustus 2024,  sebagai  Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan

Sekolah Dasar,  tempat  kediaman di  KMP Bahari  GG

V/1 Rt.001 Rw.010 Kel/desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan

xxxxxxx  xxxxx,  Jakarta  Utara,   xxx  xxxxxxx  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor  1000/Pdt.G/2024/PA.Klt
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SALINAN

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024

yang  didaftarkan  melalui  ecourt di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Klaten

dengan  Register  Nomor  1000/Pdt.G/2024/PA.Klt,  tanggal  25  Juli  2024  telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  Pemohon telah menikah dengan Termohon secara syariat  Islam

pada  hari  Sabtu  tanggal  27  Januari  2018  bertempat  di  Desa/Kelurahan

xxxxxxx  xxxxx  Kecamatan  xxxxxxx  xxxxx  Jakarta  Utara  sebagaimana

tercantum dalam Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Ketua

RT  dan  Ketua  RW  Desa/Kelurahan  xxxxxxx  xxxxx  Kecamatan  xxxxxxx

xxxxx Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2024, dengan wali nikah ayah kandung

Termohon  yang  bernama  Edi  Suyono  dengan  mas  kawin  berupa

seperangkat  alat  sholat  dibayar  tunai  dengan saksi  2  (dua)  orang  yang

bernama Suwardi dan Man Sai;

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  berstatus  jejaka  dan  Termohon

berstatus janda cerai dan memiliki seorang anak;

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon bertempat  kediaman

bersama dirumah kos di Kel/Desa xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx

Jakarta Utara selama kurang lebih 5 tahun, kemudian sejak bulan Februari

2023 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat kediaman di rumah

orang tua Pemohon di Klaten di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx sampai dengan bulan Juni 2023;

4.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  menikah  Pemohon dan  Termohon  sudah  melakukan

hubungan suami-istri (ba’da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama

x,  perempuan,  lahir  di  Jakarta  pada  tanggal  11  Desember  2018,

sekarang diasuh oleh Termohon;
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5.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan

harmonis,  namun sejak  Maret  2023  keharmonisan  tersebut mulai  goyah

yang disebabkan: 

a. Termohon sering kali marah kepada Pemohon tanpa alasan yang

jelas, Termohon sering marah apabila Pemohon mengurus ibu Pemohon

yang sedang menderita sakit kanker;

b. Termohon apabila sedang marah sering mengucapkan kata-kata

kasar yang menyakiti  hati Pemohon, bahkan pernah sampai menyakiti

badan jasmani Pemohon;

c. Termohon tidak menghormati  ibu Pemohon dan pernah sampai

membentak ibu Pemohon;

d. Termohon pergi  meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

pamit dan tanpa seijin Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung

selama 1 tahun 1 bulan, bahkan Termohon pergi membawa uang milik

Ibu Pemohon tanpa seijin Pemohon atau Ibu Pemohon;

6.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  puncaknya  sejak bulan  Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon

terjadi pisah tempat kediaman disebabkan  Termohon pergi meninggalkan

tempat  kediaman  bersama  tanpa  pamit  dan  tanpa  seijin  dari  Pemohon

sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan,

dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi

lagi serta tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

7.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  minta  bantuan  keluarga  guna

menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun usaha

tersebut tidak berhasil;

8.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  atas  hal-hal  tersebut  di  atas,  telah  cukup  alasan Pemohon

mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap  Termohon  dengan alasan

antara  Pemohon  dan  Termohon  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan
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SALINAN

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

9.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon  (PENGGUGAT) dengan

Termohon  (TERGUGAT) yang  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  tanggal  27

Januari  2018  bertempat  di  Desa/Kelurahan  xxxxxxx  xxxxx  Kecamatan

xxxxxxx xxxxx Jakarta Utara;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon  (PENGGUGAT) untuk  menjatuhkan  talak

satu Raj’i terhadap Termohon (TERGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Legalitas Kuasa Hukum

Bahwa perkara  a quo  didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-

Court);

Bahwa surat  kuasa khusus bertanggal  11 Juli  2024 yang dibuat  oleh

Pemberi  Kuasa  telah  terdaftar  di  register  surat  kuasa  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Klaten Nomor 566/KH/2024/PA.Klt tanggal 14 Agustus 2024

yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara

permohonan isbat nikah kumulasi cerai talak Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Klt di

Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas

dan isi  dari  materi  kuasa yang diberikan,  selain itu  Penerima Kuasa adalah

advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,

dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka  Hakim berpendapat bahwa

surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima
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SALINAN

Kuasa  harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas

sebagai  Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama

Pemberi Kuasa;

Bahwa  Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara

pengambilan  sumpah/janji  kuasa  dari  pihak  Pemohon,  yang  ternyata  telah

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara e-court,  Hakim

telah  memeriksa  kelengkapan  berkas  e-court termasuk  surat  persetujuan

principal  untuk  beracara  secara  e-court  dan  telah  memenuhi  syarat  dan

ketentuan yang berlaku. Kemudian   Hakim  memberi  penjelasan tentang hak

dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah  dipanggil  secara  elektronik  ke  alamat  domisili

elektroniknya dan Termohon telah dipanggil  melalui  surat  tercatat  ke alamat

domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon/kuasanya

datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan

yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan  patut;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  pendiriannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa  perkara  ini tidak  dapat  dimediasi  karena  Termohon  tidak

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat

bukti surat berupa:

A. Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3x10001  tanggal

18 April  2023 yang dikeluarkan oleh  Dinas Pencatatan Sipil  xxxxxxxxx

xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

P.1);

2. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nikah  tanggal  11  Juli  2024 yang

dikeluarkan  Kelurahan  xxxxxxx  xxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx  xxxxx,

Jakarta Utara,  bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

P.2); 

3. Fotokopi  Surat  Klarifikasi  Keaslian  Buku  Nikah  Nomor  B-

306/Kua.10.21.05/PW.01/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan

Kecamatan  Bantargebang,  Kota  Bekasi,   bermeterai  cukup  dan  telah

sesuai dengan aslinya (Bukti P.3); 

4. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Pemohon  Nomor  3310202102230002

yang dikeluarkan oleh  Dinas Pencatatan Sipil  xxxxxxxxx xxxxxx,  yang

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi :  

1. SAKSI 1. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan

di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal  Pemohon dan Termohon dan memiliki  hubungan

dengan Pemohon sebagai paman Pemohon

-  Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  menikah  pada

tanggal 27 Januari 2018 di Desa/Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan

xxxxxxx xxxxx Jakarta Utara;

- Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa  setahu  saksi  disana  ada  penghulu,  namun  wali  dari  pihak

Termohon saksi tidak mengetahui, karena banyak yang hadir, saksi ada

2 (dua) orang yang bernama Suwardi dan Man Sai;
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- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus  jejaka dan

Termohon berstatus janda cerai cerai dengan membawa 1 anak;

- Bahwa saksi  mengetahui  antara  Pemohon dan  Termohon  tidak  ada

hubungan darah dan tidak  ada hubungan sesusuan,  dan pada saat

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan

pihak lain;

-  Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal bersama di Desa/Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx

xxxxx Jakarta Utara, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah

orang tua Pemohon di Jatinom, Klaten;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi oleh karena keduanya

telah hidup pisah;

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan

Termohon bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

rumah sejak 1 tahun yang lalu  sampai  dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa,  saksi  melihat  rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak  mungkin  lagi  dipertahankan,  sulit  dipertahankan  dan  tidak  ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2. Saksi 2 Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan

di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal  Pemohon dan Termohon dan memiliki  hubungan

dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon
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-  Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  menikah  pada

tanggal 27 Januari 2018 di Desa/Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan

xxxxxxx xxxxx Jakarta Utara;

- Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa  setahu  saksi  disana  ada  penghulu,  namun  wali  dari  pihak

Termohon saksi tidak mengetahui, karena banyak yang hadir, saksi ada

2 (dua) orang yang bernama Suwardi dan Man Sai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus  jejaka dan

Termohon berstatus janda cerai cerai dengan membawa 1 anak;

- Bahwa saksi  mengetahui  antara  Pemohon dan  Termohon  tidak  ada

hubungan darah dan tidak  ada hubungan sesusuan,  dan pada saat

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan

pihak lain;

-  Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal bersama di Desa/Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx

xxxxx Jakarta Utara, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah

orang tua Pemohon di Jatinom, Klaten;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi oleh karena keduanya

telah hidup pisah;

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan

Termohon bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak

bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 
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- Bahwa,  saksi  melihat  rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak  mungkin  lagi  dipertahankan,  sulit  dipertahankan  dan  tidak  ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana  terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah

mengenai  cerai  talak  antara  orang  Islam  yang  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf  a  angka 9,  maka

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang,  bahwa  penentuan  kompetensi  relatif  terhadap  perkara

cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989, permohonan isbat nikah kumulasi cerai talak diajukan kepada Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan

kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara a

quo; 

Pertimbangan Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memeriksa  Surat  Kuasa  Khusus

Pemohon  tertanggal  11  Juli  2024,  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan
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Pasal 123 HIR jo.  Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

tentang Surat Kuasa Khusus, dan  Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda

Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

oleh karena itu  Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan

subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga  Hakim dapat menerima dan

memberi izin kepada Kuasa Pemohon  tersebut untuk beracara dalam perkara

aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  49  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  beserta  penjelasannya  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara  a quo adalah termasuk kewenangan

Pengadilan  Agama  dan  telah  diajukan  sesuai  dengan  perundang-undangan

yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada

bantahan  ataupun  keberatan  dari  Termohon,  didukung  dengan  keterangan

saksi-saksi  maka  terbukti  bahwa  Termohon  beralamat  di  wilayah  hukum

xxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dua  kali  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pemohon  telah  tepat  mengajukan  permohonannya  ke  Pengadilan  Agama

Klaten;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut  untuk  menghadap  di  persidangan  sebagaimana  ketentuan

Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

jis.  Pasal  15  dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor  7  Tahun 2022

Tentang  Perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

mendalilkan  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Termohon
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yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan

Termohon  sudah  tidak  harmonis,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  jo.  Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pemohon  memiliki

hubungan hukum dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a

quo,  sehingga  Pemohon  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

Permohonan perceraian perkara a quo (legitima persona standi in judicio); 

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang,  bahwa ternyata  Termohon tidak  datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah (without default reason);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan

Pasal 130 ayat (1) HIR  jo.  Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  maka  harus
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dinyatakan  tidak  hadir  dan  Permohonan  Pemohon  tersebut  harus  diperiksa

secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah

mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-

dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam

pada tanggal 27 Januari 2018 di Desa/Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan

xxxxxxx  xxxxx,  Jakarta  Utara,  namun  perkawinannya  tersebut  tidak  tercatat

pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan

Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat

nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang

perceraian  tersebut,  terlebih  dahulu  Hakim  mempertimbangkan  bukti

permohonan itsbat nikah untuk mengetahui  adanya hubungan hukum antara

Pemohon  dan  Termohon  yang  selanjutnya  akan  dijadikan  acuan  untuk

mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon

dalam perkara a quo;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  memberikan  jawaban  atau

tanggapan apapun terhadap permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir

di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab

itu, Termohon harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan

perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian

yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk

memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum,

maka  Pemohon  tetap  diwajibkan  membuktikan  dalil-dalilnya.  Hal  ini  sejalan

dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa
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pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap  Pemohon dibebani untuk

membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah

siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 163

HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan

menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan

pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang,  bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di

atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan

wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah benar  Pemohon dan Termohon telah  berpisah tempat  tinggal

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua)

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  yang  diajukan  Pemohon

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian,

bukti  tersebut  dapat  diterima  dan  dipertimbangkan,  sebagaimana  ketentuan

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1

Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama

dan Pasal 1888 KUHPerdata;
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SALINAN

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4  merupakan akta otentik,

telah  bermeterai  cukup,  bernazegelen dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti

tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga

sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 telah ternyata terbukti

bahwa  Pemohon  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Agama  Klaten  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon telah

melakakukan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2018 di xxxxxxx xxxxx, akan

tetapi  berdasarkan bukti  P.3 pernikahan tersebut  tidak tercatat pada register

Kantor Urusan Agama;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  itsbat

nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang

para  saksi  tersebut  telah  menyatakan  kesediaannya  sebagai  saksi  dan

bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi,

serta  para  saksi  tersebut  di  bawah  sumpah  telah  memberikan  keterangan

secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa keterangan para saksi  mengenai  dalil  dan alasan

permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  sesuai  dengan  dalil  dan  alasan  yang  harus

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah

memenuhi  syarat  sebagaimana telah diatur  dalam Pasal  171 HIR, sehingga

para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; 
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SALINAN

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama

lain  dan  terungkap  fakta  yang  pada  pokoknya  menguatkan  dalil-dalil

permohonan  Itsbat  Nikah  Pemohon,  oleh  karena  itu  keterangan  para  saksi

tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

sehingga keterangan para saksi  tersebut  memiliki  nilai  kekuatan pembuktian

bebas (vrij bewijs kracht);

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangkaian  dalil  Permohonan

Pemohon  yang  dihubungkan  dengan  analisis  alat  bukti  yang  diajukan  oleh

Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 27

Januari 2018 di Desa/Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx,

Jakarta Utara;

2. Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  Pemohon  adalah  ayah  kandung

Termohon yang bernama Edi Suyono;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh Suwardi

dan Man Sai dengan mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat

sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik

karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat

sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat

bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat

menurut  agama  Islam  dan  tidak  ada  halangan  untuk  melangsungkan

perkawinan  (vide  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  dan  Pasal  14  s/d  Pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam),

dengan  demikian  perkawinan  Pemohon  dengan  Termohon  dinyatakan  sah

secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (a)  Kompilasi

Hukum Islam;
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SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang

permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

keluarga  dan  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  istri  itu  tentang

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;  

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon  telah  memberikan

keterangan mengenai  keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  mengenai  hal  tersebut

adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri  oleh  saksi,  saling  bersesuaian  satu  dengan  yang  lain,  serta  relevan

dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan

para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang,  bahwa  mengenai  peristiwa  perselisihan  dan

pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi

kedua  Pemohon  tidak  ada  yang  pernah  mengetahui  secara  langsung,

melainkan  hanya  memperoleh  cerita  dari  Pemohon,  maka  keterangan  para

saksi tersebut adalah termasuk testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi  yang termasuk

dalam  testimonium de auditu,  Hakim mengambil  alih  abstraksi  hukum yang

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308

K/Sip/1959  tanggal  11  November  1959  yang  pada  pokoknya  menyebutkan

bahwa  testimonium  de  auditu tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti

langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan

(vermoeden),  yang  dari  persangkaan  itu  dapat  digunakan  dasar  untuk

membuktikan sesuatu;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  yang  termasuk

testimonium de auditu  tersebut,  jika  dihubungkan dengan keterangan saksi-

saksi  Pemohon  mengenai  perpisahan  Pemohon  dan  Termohon  yang  telah

berpisah  tempat  tinggal  hingga  sekarang,  selama  berpisah  tempat  tinggal,
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SALINAN

antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak

pernah  saling  mengunjungi  lagi,  dan Pemohon sudah  dinasihati  agar  rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-

saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari  perselisihan dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon,  maka  dalam  hal  ini  Hakim

mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah

Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan

bahwa keterangan dua orang saksi  dalam sengketa  perceraian  yang hanya

menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum

sebagai dalil pembuktian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  2  saksi  Pemohon,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Juni

2023  hingga  sekarang  dan  selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah

berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-

masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  dan

Termohon  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
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SALINAN

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Hal-Hal yang Belum Dipertimbangkan

Menimbang,  bahwa  adapun  hal-hal  yang  tidak  atau  belum

dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan

maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai

keterkaitan  terhadap  perkara  a  quo   atau  dinilai  sudah  tidak  relevan

dipertimbangkan  lebih  jauh.  Oleh  sebab  itu,  hal-hal  yang  tidak  mempunyai

relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi
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SALINAN

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  terdahulu,  telah

diketahui  bahwa  petitum Permohonan  Pemohon  telah  dikabulkan,  dan  oleh

karena Termohon tidak pernah hadir di  persidangan, maka sesuai ketentuan

Pasal  125  HIR.,  gugatan  Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan  verstek,  dan

selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan Agama yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. 

Memperhatikan  segala  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

Amar

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menetapkan  sahnya  perkawinan  antara  Pemohon  (PENGGUGAT)

dengan  Termohon  (TERGUGAT) yang  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu

tanggal  27  Januari  2018  bertempat  di  Desa/Kelurahan  xxxxxxx  xxxxx

Kecamatan xxxxxxx xxxxx Jakarta Utara;

4. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak

satu Raj’i terhadap Termohon  (TERGUGAT)  di depan sidang Pengadilan

Agama Klaten;

5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari

Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Saffar

1446  Hijriyah. Oleh  kami  Mohammad Febry  Rahadian,S.H sebagai  Hakim

Tunggal,  berdasarkan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  34/KMA/HK.05/3/2020  tertanggal  19  Maret  2020  Tentang  Pemberian

Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal,  putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu

oleh  Leny Legawati,  S.H.,   sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim 

ttd

Mohammad Febry Rahadian,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Leny Legawati, S.H  

Rincian Biaya Perkara: 

1. PNBP : Rp.          60.000,00
2. Biaya proses : Rp.          75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.          24.000,00
4. Meterai : Rp.          10.000,00
Jumlah : Rp.         169.000,00 

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor  1000/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor  1000/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21


